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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Tanjung  yang  mengadili  perkara  perdata  pada

tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  Penetapan  sebagai  berikut,  dalam

perkara antara:

RISKI  DWI  PURNOMO,  beralamat  di  P.H.M.  Noor  Nomor  54  RT.  01

Kelurahan  Pembataan,  Kecamatan  Murung  Pudak,  Kabupaten

Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Umur: 37 tahun, Jenis Kelamin:

Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya sebagai

PENGGUGAT; 

Lawan

MASRUMI,  beralamat  di  Jalan  H.  Badarudin  RT.  03  Kelurahan  Sulingan,

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan

Selatan, Umur:  48 tahun,  Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam,

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, selanjutnya sebagai TERGUGAT I;

ISNAINI,  beralamat  di  Jalan  H.  Badarudin  RT.  03  Kelurahan  Sulingan,

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan

Selatan, Umur:  29 tahun,  Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam,

Pekerjaan: Karyawan Honorer, selanjutnya sebagai TERGUGAT II;

SAREYANTI,  beralamat di Jalan H. Badarudin RT. 03 Kelurahan Sulingan,

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan

Selatan, Umur:  20 tahun,  Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam,

Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari  surat-surat  yang berhubungan

dengan perkara ini;

Menimbang,  bahwa pada  persidangan  tanggal  22  Januari  2024,

Penggugat telah  mengajukan  surat  permohonan  pencabutan  gugatan

tertanggal 16 Januari 2024;
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Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op

de  Rechtsvordering), Penggugat  dapat  mencabut  perkaranya  asal  hal  itu

dilakukan  sebelum  memberikan  jawaban,  setelah  ada  jawaban  maka

pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang,  bahwa  dalam  Buku  II  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  tentang  Pedoman  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  Dalam

Empat  Lingkungan  Peradilan Edisi  2007  halaman  58 disebutkan  bahwa

gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan

jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan

perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. 

Menimbang,  bahwa  permohonan  pencabutan  yang  diajukan  oleh

Penggugat  tersebut  disampaikan  sebelum  pembacaan  surat  gugatan

sehingga belum memasuki agenda persidangan Jawaban dari Tergugat oleh

karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari  Penggugat tanpa

diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan hal  tersebut  diatas,  maka Hakim

berpendapat  permohonan  pencabutan  gugatan  tersebut  cukup  beralasan

menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  dicabut,  maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  272  Rv  biaya  perkara  akan  dibebankan

kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya

sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat  ketentuan  dalam  Pasal  271  Rv  (Reglemen  Op  De

Rechtsvordering),  serta  peraturan  hukum lain  yang  bersangkutan  dengan

perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  Permohonan  Penggugat  untuk  mencabut  perkara  yang

telah didaftar di Pengadilan Negeri  Tanjung pada tanggal 04 Desember

2023 dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2023/PN Tjg;

2. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Tanjung untuk

mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan pada

Pengadilan Negeri Tanjung;
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3. Membebankan  biaya  perkara  yang  timbul  dalam  perkara  ini  kepada

Penggugat  sejumlah Rp347.000,00 (tiga  ratus  empat  puluh  tujuh  ribu

rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari  Senin  ,    tanggal     22 Januari 2024 oleh

kami,  Muhammad  Nafis,  S.H.,  M.H., sebagai  Hakim  Ketua,  Grace  Dina

Mariana Sitinjak, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai

Hakim  Anggota,  yang  ditunjuk  berdasarkan   Surat   Penetapan   Ketua

Pengadilan  Negeri  Tanjung Nomor  32/Pdt.G/2023/PN  Tjg  tanggal 04

Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari  dan tanggal  itu juga oleh Hakim  Ketua dan Hakim-

Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rafi’e sebagai

Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung,  serta dihadiri

Penggugat.

            Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.                     Muhammad Nafis, S.H., M.H.

       Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi’e

Perincian biaya  :    
1. Pendaftaran ................................
2. Pemberkasan .............................

:
:

Rp         30.000,00;
Rp         50.000,00;

3. Panggilan.................................... : Rp       187.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama........... : Rp         50.000,00;
5. PNBP Pencabutan 

Gugatan…………………………… : Rp         10.000,00;
6. Materai ....................................... : Rp         10.000,00;
7. Redaksi ...................................... : Rp         10.000,00;

Jumlah : Rp       347.000,00;
 (  tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah  )
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